Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR: W6-U9/ (9} ISK/IKPN/OT.01.3/01/2023

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA

‘DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

o

Bahwa Ketua dan Wakil ketua adalah merupakan Pimpinan
Pengadilan.

Bahwa selaku unsur Pimpinan, untuk menjaga agar tidak terjadi
tumpah tindihnya pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menjaga
keharmonisan antara Ketua dan Wakil Ketua maka perlu diadakan
Pembagian Tugas dan wewenang yang jelas antara Ketua dan Wakil
Ketua.

Undang-Undang R.I Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
Buku Coklat tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 Tahun 1988 tentang
Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor: W6-U9/853/ SK/KPN/ OT.01.3/ 6/ 2022 Tentang Pembagian
Tugas Dan Wewenang Antara Ketua Dan Wakil Ketua Dilingkungan
Pengadilan Negeri Pagar Alam;

TUGAS DAN WEWENANG KETUA

. Memimpin dan bertanggung Jawab atas terselenggaranya tugas

Pengadilan secara baik dan lancar;
Membuat
a. Perencanaan (planning, Programming), dan Perorganisasian
(Organizing)
b. Pelaksanaan ( Implementation dan executing);
c. Pengawasan Evaluation dan Controling yang baik, serasi dan
selaras;
Mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perkara dan
Keuangan Rutin / Pembangunan;
Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan dengan para hakim serta pejabat Struktural dan sekurang-
kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;
Memerintahkan,Memimpin dan Mengawasi eksekusi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Melakukan Pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi Hakim
maupun seluruh karyawan;
Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum
tertentu;
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Melakukan Evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian
untuk kepentingan peningkatan Jabatan;

Mengawasi pelaksanaan Court Calender dengan ketentuan bahwa
setiap perkara pada asasnya harus diputuskan dalam waktu 5 bulan dan
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim;
Mempersiapkan Kader Kaderisasi dalam rangka menghadapi alih
generasi dengan menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan BAPERJAKAT;

Melakukan pembinaan terhadap Organisasi [KAHI, KORPRI,
DHARMAYUKTI, dan PTWP;

Melakukan pengawasan terhdap perilaku Hakim dan seluruh karyawan
dan karyawati di luar kedinasan;

Menjaga terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama Hakim dan
karyawan dan karyawati;

Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan Penegak
Hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta;

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KETUA

. Membantu Ketua dalam membuat dan menyusun program kerja;
. Melaksanakan tugas-tugas Ketua bilamana Ketua berhalangan;
. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua:

a. Menetapkan ljin Penyitaan / Persetujuan Penyitaan;

b. Menetapkan ljin Penggeledahan / Persetujuan Penggeledahan;

c. Menetapkan Penunjukan Hakim persidangan perkara Tindak
Pidana Ringan;

d. Menetapkan  Penunjukan Hakim persidangan perkara
Pelanggaran lalu Lintas Jalan;

e. Menetapkan Penunjukan Hakim persidangan Perkara Perdata
Permohonan;

. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang
berlaku;

Mengadakan pengawasan terhadap disiplin kerja;

Melaksanakan tugas BAPERJAKAT bersama-sama anggota
BAPERJAKAT lainnya dalam rangka promosi, pemindahan dan
pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan structural maupun
fungsional;

. Mengadakan rakor pengawasan setiap bulan/berkala dengan hakim

pengawas bidang, panitera/ sekretaris , para panitera muda dan para
kepala urusan, dengan hasil laporan secara tertulis;

Mengadakan pertemuan dengan para hakim ( rapat IKAHI ) setiap bulan
/ berkala dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ;
Membahas hal lain yang berkaitan dengan organisasi IKAHI, dan
PTWP dan hal-hal lainnya;

10.Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan ;

Memerintahkan pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan penuh
tanggung jawab.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan kesepakatan bersama dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan
perbaikan seperiunya.
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